Menimbang

P,
BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/2(,% /438.1.1.3/2023

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas gaji pokok,

tunjangan

tambahan
penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen)
yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi
tambahan
penghasilan dengan memperhatikan kemampuan
kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan

tunjangan keluarga, tunjangan pangan,
jabatan atau tunjangan umum, serta

pemerintah daerah yang memberikan

peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai
sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan Menteri, berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan
Aparatur Sipil Negara dan upaya mempertahankan
tingkat daya beli masyarakat, diantaranya melalui
pembelanjaan Aparatur Sipil Negara yang berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, perlu upaya
percepatan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Aparatur Sipil Negara,;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c,
menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); _

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6855);




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023 Nomor 15);

11. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023
Nomor 21);

Keputusan Bupati Nomor 188/262/438.1.1.3/2023
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2023.

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana

dimaksud diktum kesatu meliputi :

a. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
(TPP ASN) berdasarkan Beban Kerja;

b. Tambahan Penghasilan sebagaimana  dimaksud
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 .

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud diktum kedua
huruf a, berlaku untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret
tahun 2023, yakni masing-masing sebesar 50 % (lima
puluh persen) dari besaran TPP ASN setiap jabatan per
Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai Keputusan Bupati
Sidoarjo  Nomor: 188/262/438.1.1.3/2023 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud
diktum kedua huruf b, adalah sebesar 50 % (lima puluh
persen) dari besaran penerimaan TPP ASN bulan Maret
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum ketiga.

Terhadap selisih pembayaran TPP ASN sebagaimana
dimaksud diktum ketiga dan diktum keempat akan
diperhitungkan pada pembayaran bulan berikutnya,
setelah dilakukan perhitungan ulang yang mendasarkan
pada persetujuan Kementerian Dalam Negeri terhadap
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.




KEENAM . Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal \{ APL 2023

AD MUHDLOR




Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik- Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6855);




